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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008
Terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya”
merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab
pertanyaan: pertama, Bagaimana praktik akad ARRUM BPKB di Pegadaian
Syariah Cabang Babakan Surabaya?; kedua, Bagaimana analisis Fatwa DSN No.
68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah
Cabang Babakan Surabaya?

Data penelitan dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi di Pegadaian
Syariah Cabang Babakan Surabaya yang selanjutnya dianalisis menggunakan
deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada
fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan
sehingga pemecahan persoalan berlaku secara umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: perfama, Praktik ARRUM BPKB di
Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya merupakan singkatan dari arrahn
usaha mikro artinya layanan bagi pengusaha mikro kecil yang membutuhkan dana
untuk menjalankan usahanya dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor namun
kendaraan tetap pada rahin. ARRUM BPKB menggunakan akad rahn karena rahin
telah melakukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB kemudian dari akad rain
akan timbul akad 7jarah yaitu upah untuk menyimpan marhun bih atau biaya
mu’nah. Tarif wgjrah berdasarkan jumlah presentase pinjaman yakni 1% dari
pinjaman rahin. Kedua, akad rahn yang digunakan dalam ARRUM BPKB tidak
sesuai karena barang yang dijadikan jaminan hanya surat kepemilikannya saja atau
BPKB kendaraan bukan barangnya, adapun akad yang lebih sesuai yakni rahn
tasjily. Dan dalam menentukan tarif ujrah berdasarkan jumlah pinjaman hal ini
belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/111/2002.

Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
diharapkan dapat memperbarui akad sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena dalam
praktik ARRUM BPKB lebih sesuai menggunakan akad rahn tasjily dan
diharapkan menentukan tarif ujrah berdasarkan sewa tempat penyimpanan sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUV/I11/2002.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kegiatan berbasis ekonomi mengalami perkembangan yang
cukup siginfikan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi
awal mula peradaban di dalam negara Indonesia kini tidak lagi berbasis pada
lembaga keuangan secara konvensional semata, akan tetapi lembaga keuangan
berbasis hukum Islam mulai berkembang pula seiring berjalanya waktu.

Istilah kegiatan perekonomian syariah pada dasarnya hanya dikenal di
negara Indonesia, sedangkan di Negara-Negara lain lebih dikenal dengan
istilah ( Is/lamic Economy dan juga dengan istilah a/ - igtisad al —Islami ).
Secara garis besar dapat diartikan hukum ekonomi syariah adalah segala
bentuk aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi berupa barang dan
jasa yang didasarkan pada syariat Islam.! Semakin tingginya minat
masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Islam berakibat pada
munculnya potensi sengketa pada bidang ekonomi syariah khususnya
berkaitan dengan kontrak (perjanjian) yang di dalam sistem ekonomi syariah
dikenal sebagai istilah akad.

Perjanjian atau perikatan dalam konteks figh muamalah dapat disebut
dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab a/- ‘agd bentuk jamaknya a/-

‘uqud yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau

! Abdul Kadir, Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 219.



lebih dan perikatan. Akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak
melakukan perbuatan hukum tertentu yang didasarkan pada prinsip syariah.?

Akad juga didefinisikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan gabul
dengan cara yang dibenarkan syariat dengan menetapkan akibat-akibat hukum
pada objeknya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan
antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah Jjjab dan gabul yang
menciptakan akibat hukum baru. Dengan demikian 7jab dan gabul adalah
tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat dikatakan
sah apabila sudah sesuai dengan syariat.

Akad bertujuan guna mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat
hukum baru. Sehingga dapat dikatakan akad akan sah apabila telah memenuhi
semua syarat dan rukunnya. Yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang
dilakukan menjadi halal hukumnya. Maka dari itu penting adanya akad yang
benar dan sah pada suatu transaksi sesuai dengan ketentuan syariat dan Fatwa
DSN-MUIL

Dewasa ini dalam hal pembiayaan maupun kegiatan hutang-piutang
berupa jaminan yang biasa disebut dengan Gadai seringkali menjadi salah satu
pilihan masyarakat dalam menjawab permasalahan keuangan masyarakat yang
membutuhkan biaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun usaha lainya.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut disebut sebagai akad Rahn.

2 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5.



Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan ar-rahn. Secara
etimologis ar-rahn disebut tsubut (kebenaran sumber) dan dawam (kekal,
terus-menerus). Sedangkan secara terminologis, ar-rahn yaitu menjadikan
harta benda sebagai jaminan hutang agar hutangnya itu dilunasi
(dikembalikan)  atau  dibayarkan = harganya jika  tidak  dapat
mengembalikannya.®> Dalam pengertian lain, ar-rahn adalah suatu jenis
perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah atau arrahn yakni

terdapat pada QS Al-Baqgarah (2) ayat 283, sebagai berikut:

3 s 3820 Casg vﬁm el O6 B g S G4 I S e AT
s Lo g g 2B 2 85 G ey 33150 LY, 5 A 55 U

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahtidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagain yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amantnya (utangnya) dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan lah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an
diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang

hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu

3 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group,
2015), 171.
4 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010),54



dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang
yang berpiutang (rahn). Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa rahn dapat
dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan
(musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita
acara (ada orang yang menuliskannya) dengan orang yang menjadi saksi
terhadapnya.’

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat
rumusan gadai syariah atau arrahn adalah hadits Nabi Muhammad SAW.
Salah satunya yakni Hadis A’isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
yang berbunyi:

Gt o (st o o G 100 5 G ey el a8 Bl s
o By Bhagg Ul (358 oo 525 (30 1 d R23E e 55uTUie aly) o0

(s olg) s

Telah meriwayatkan kepada Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Ali bin
Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin
‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya
Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari
seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).5
Para ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud
berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju
besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga
mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut ketika beliau

beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada

seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw

5 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.
5 Ibid., 6



yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil
ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada
mereka.

Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah rahn adalah menjadikan barang
pemilik sebagai jaminan hutang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang
apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya. Pengertian rain
yang dikemukakan ulama Syafi’iyah ini memberi pengertian bahwa barang
yang dijadikan jaminan hutang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak
termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah,
meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah,
termasuk dalam pengertian kekayaan.’

Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa rahAn adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan
menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Atau juga dapat dipahami
bahwa rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang terjadi pengambilan
manfaat dari itu, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada
pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan
pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari itu.® Lembaga yang
mengadakan pembiayaan rain ada dua yakni lembaga keuangan berupa bank

dan juga lembaga keuangan bukan bank yakni Pegadaian Syariah.

7 Abu Azam Al Hadi, Figih Muamalah Kontemporer (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017),

160.

8 Muh. Sholihuddin, Hukum Eknomi & Bisnis Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),61.



Pegadaian Syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan
bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke
bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan
untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak,
misalnya biaya pendidikan anak pada akan saat melaksanakan ujian akhir
semester, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah dan juga
biaya untuk memulai usaha baru.

Pegadaian Syariah tidak lagi menjadi lembaga yang hanya mengelola
usaha gadai saja, melainkan lebih luas dari itu yakni menjadi lembaga yang
mengelola usaha pembiayaan mikro kecil yang berbasis sistem syariah.
Sebagai permulaan atau langkah awal untuk memulai sistem tersebut, maka
sistem pembayaran dengan sistem ar-rahn, saat ini mulai digunakan untuk
diperluas atau dikembangkan dengan konsep pelunasan pinjaman secara
angsuran dengan cara hanya dokumen kepemilikan yang ditahan sebagai
jaminan.

Pembiyaan ini disebut dengan ARRUM (ar-rahn usaha mikro) yang
merupakan kepanjangan dari skema pinjaman dengan sistem Syariah bagi para
pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran,
menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil yang telah dimilikinya.’

Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan
Surabaya merupakan produk pembiayaan produktif yang diperlukan bagi

seorang pengusaha yang akan memulai usahanya sebagai modal untuk

° Brosur ARRUM Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah



mengembangkan usahanya yang tidak terlalu besar dengan menggunakan
jaminan BPKB sepeda motor atau mobil yang dimilikinya tanpa persyaratan
yang sulit.

Pada transaksi bermuamalah penting adanya suatu akad untuk mengikat
transaksi tersbut, karena transaksi bermuamalah akan menjadi sah apabila
akadnya benar menurut syara’. ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang
Babakan Surabaya memiliki singkatan dari ar-rahn usaha mikro yang artinya
ARRUM BPKB menggunakan akad ar-rahn atau gadai pada pembiayaan
usaha mikro sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Di dalam salah satu
persyaratan untuk mengajukan ARRUM BPKB yakni menyerahkan dokumen
kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB aslli, STNK dan faktur pembelian).

Menurut Fatwa DSN No. 25/DSN-MUIIII/2002 tentang Rahn
bahwasanya rahn merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan
menyerahkan barang sebagai jaminan. Jadi yang diserahkan itu barangnya
secara langsung. Sedangkan praktik ARRUM BPKB menggunakan akad rahn,
tetapi barang yang dijadikan jaminan hanya bukti sah kepemilikannya saja
atau BPKB bukan kendaraannya secara langsung.

Dalam rahn barang yang menjadi agunan atau jaminan utang dapat
berupa barangnya atau emas dan jika yang menjadi agunan atau jaminan utang
tersebut adalah sertifikat (bukti sah kepemilikan daru suatu barang) maka itu
disebut dengan rahn tasjily. Rahn tasjily disebut juga dengan Rahn Ta’mini,

Rahn Rasmi’’ adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan

10 Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/II/2008 tentang Rahn tasjily



kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin)
hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut
(marhun) tetap berada dalam pengusaan dan pemanfaatan pemberi jaminan
(rahin).M!

Dari permasalahan di atas penulis tertarik mengadakan penelitian
dengan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : “Analisis Fatwa
DSN No. 68/DSN-MUI/I11I/2008 terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian

Syariah Cabang Babakan Surabaya’.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan
melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga
sebagai masalah.'?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa
masalah yang bisa dijadikan objek penelitian. Antara lain, yaitu :
1. Praktik Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan

Surabaya

2. Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM

BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

' Oni Sahroni dan Adiwarman A.Karim, Magashid Bisnis & Keuangan islam (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2016),157.

12 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk
Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2014), 8



3. Mekanisme implementasi ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang
Babakan Surabaya
4. Rahnmenurut Fatwa DSN No. 25/DSN-MU/111/2002

5. Rahn Tasjily menurut Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/I11/2008

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan
batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar
terfokus dan terarah. Adapun batasan kajian dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Praktik Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan
Surabaya
2. Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap akad ARRUM

BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

C. Rumusan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian, yaitu:
1. Bagaimana Praktik akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang
Babakan Surabaya?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/I11/2008 terhadap akad

ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?
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D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

pengurungan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.!?
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Analisis Fatwa DSN No.
68/DSN-MUV/II1/2008 terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah
Cabang Babakan Surabaya”. Skripsi ini membahas mengenai akad yang
dipakai dalam produk ARRUM BPKB dan juga ditinjau dari hukum islmanya.
Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian
atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini.
Sedangkan terdapat beberapa yang mengkaji tentang akad gadai, diantaranya:
1. Penelitian yang berjudul “Perencanaan dan Penerapan Strategi Pemasaran
Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah
cabang Blauran Surabaya” yang ditulis oleh Laila Qadria pada tahun 2015.
Penelitian ini lebih fokus terhadap kesesuaian perencanaan dan penerapan
strategi pemasaran terhadap produk pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro
(ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.'* Dalam
skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu

objek produk yang diteliti sama yakni Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM).

13 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:
Fakultas Syariah da Hukum, 2016),8.

14 Laila Qadria, Perencanaan dan Penerapan Strategi Pemasaran Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro
(ARRUM) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2015)
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Letak perbedaannya yakni penelitian ini membahas tentang perencanaan
dan penerapan strategi pemasaran pembiayaan produk Ar-Rahn Usaha
Mikro (ARRUM) sedangkan penelitian penulis membahas tentang akad
apa yang dipakai dalam produk ARRUM.

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB
dalam meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor
Cabang Sidoarjo” yang ditulis oleh saudara Fina Safinatul Ummah pada
tahun 2018. Penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi produk
pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.!

Dalam skripsi ini
mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pada objek
produk yang diteluti yaitu ARRUM BPKB dan juga mengenai biaya
mu’nah. Letak perbedaannya yakni penelitian ini membahas tentang
pengaruh produk ARRUM BPKB dalam meningkatkan usaha mikro
nasabah sedangkan penelitian penulis membahas tentang akad yang
digunakan dalam produk ARRUM BPKB.

3. Penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Rahn berdasarkan Fatwa
DSN NOMOR 26/DSN-MUI-ITI-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang
Sampang” yang ditulis oleh saudara MOH. Amin Ali Yavi pada tahun

2019. Penelitian ini lebih focus terhadap sistem operasional gadai emas di

Bank Jatim Syariah cabang Sampang yang sudah searah dengan teori

5 Fina Safinatul Ummah, Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan
Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo (Skripsi-UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2018)
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operasional perbankan Syariah dalam menetapkan ketentuan terkait
dengan besar biaya yang ditetapkan sesuai besar pinjaman. Namun gadai
emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang tidak secara keseluruhan
mengikuti Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-MUI/II1/2002.'¢ Dalam skripsi
ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terdapat
ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan Fatwa DSN mengenai
tarif ujrah. Adapun Letak perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas
tentang gadai emas di Bank Jatim Syariah cabang Sampang. Sedangkan
skripsi penulis membahas tentang produk ARRUM BPKB di Pegadaian

Syariah Cabang Babakan Surabaya.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, penulis meneliti dan membahas
masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripskan dengan jelas praktik akad ARRUM BPKB di
Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
2. Untuk mendeskripsikan analisis Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI-III-2008
terhadap akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan

Surabaya

16 MOH. Amin Ali Yavi, Implementasi Akad Rahn berdasarkan Fatwa DSN NOMOR 26/DSN-
MUI-ITI-2002 di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2019)
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan
dalam bidang muamalah. Agar penelitian ini benar-benar berguna untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari
penelitian ini. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan secara Teoretis
a. Hasil penelitian ini berguna untung menambah wawasan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu syariah
prodi muamalah atau hukum ekonomi syariah, khususnya dalam
penelitian yang terkait dengan gadai, yaitu akad apa yang digunakan
pada produk ARRUM BPKB dan juga analisis Fatwa DSN No.
68/DSN-MUI/I11/2008.
b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai
referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki obyek penelitian

yang sama namun memiliki pemikiran yang berbeda.

2. Kegunaan secara Praktis
Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar
dapat memberi solusi terhadap para pelaku gadai, baik masyarakat yaitu
dalam pemberi gadai, ataupun untuk lembaga penerima gadai itu sendiri.
Dan sebagai kontribusi pemikiran bagi pihak Pegadaian Syariah, untuk

menerapkan akad produk ARRUM BPKB sesuai dengan Fatwa DSN MUL
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Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata

Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisi penjelasan tentang pengertian yang bersifat
operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan untuk
acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui
penelitian.'”

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari
kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis
memandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul
penelitian, sebagai berikut :

1. Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI-III-2008 adalah Fatwa yang dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Rahn
Tasjily. Penetapan di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2008.

2. ARRUM BPKB yaitu pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil yang
sedang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan
berupa BPKB kendaraan bermotor. Namun kendaraan masih bisa

digunakan nasabah untuk menjalankan usahanya sehari-hari.

!7 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Edisi Revisi,
Cetkan V, 2014), 9
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3. Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya yaitu suatu lembaga
keuangan yang berbasis Syariah yang merupakan Kantor Cabang
Pegadaian Syariah yang bertempat di Jalan Babakan Surabaya.

Sehingga yang dimaksud dengan Analisis Fatwa DSN NO. 68/DSN-

MUI-III-2008 terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang

Babakan Surabaya adalah Suatu praktik akad ARRUM BPKB yang diterapkan

pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari,
menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.'® Untuk dapat
memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan

beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian tentang “Analisis Fatwa DSN NO. 68/DSN-MUI-III-2008
terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan
Surabayah” ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian
lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu
penelitian di mana peneliti melihat ke lapangan secara langsung untuk

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan

'8 1da Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), 20.
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alamiah.'® Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas pemahaman terhadap
objek serta mempermudah analisis yang dipaparkan dalam bentuk
deskriptif.
2. Objek Penelitian
Dalam hal objek peneltian, peneliti mengamati tentang akad
ARRUM BPKB yang ada pada Pegadaian Syariah cabang Babakan
Surabaya.
3. Data
a. Data yang dikumpulkan
Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:
1) Data tentang praktik yang terjadi yakni akad gadai pada Pegadaian
Syariah Cabang Babakan Surabaya
2) Data tentang pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah
Cabang Babakan Surabaya
3) Data lainnya yang menyangkut tentang berbagai ketentuan gadai
dalam Al-Qur’an, hadits, para Ulama’ empat madzhab dan buku-
buku figih yang terkait dalam pembahasan ini.
b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
1) Sumber Primer
Sumber Primer yaitu Sumber data yang dapat diterima dari

suatu objek yang akan diteliti (responden) seperti halnya sumber

1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2009), 26.
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dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dengan
tujuan agar memperoleh data yang kongkrit dan benar. Maka dari
itu di dalam sumber primer ini, penulis akan mengadakan
wawancara secara langsung dengan pihak-pihak Pegadaian Syariah
Cabang Babakan Surabaya. Dalam penelitian ini, sumber primer
diambil dari:

a) Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Babakan

Surabaya
b) Pegawai (Accounting Officer) Pegadaian Syariah Cabang
Babakan Surabaya
2) Sumber Sekunder
Sumber Sekunder yaitu sumber data yang tidak didapat

secara langsung oleh peneliti, data yang didapat sendiri dari sumber
sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi
atau data tersebut.?’ Data tersebut meliputi dalil tentang gadai
dalam Al-Qur’an, hadits dan buku-buku figih yang terkait:
a) Abdul Kadir, Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah
b) Abu Azam Al Hadi, Figih Muamalah Kontemporer
c) Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah
d) Ismail, Perbankan Syariah
e) Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di

Indonesia

20 Anwar Saifuddin, Metedologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 177
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f) Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam I1
g) Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah
c. Teknik Pengumpulan Data
1) Wawancara atau interview adalah suatu percakapan yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses Tanya
jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara
fisik.>! Tujuan dari wawancara tersebut guna memperoleh
persepsi, sikap dan pola pikir pihak-pihak yang diwawancarai
secara relevan. Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan
dengan terstruktur dan bebas dengan karyawan Pegadaian Syariah
cabang Babakan Surabaya dengan menganalisis bagaimana
implementasi gadai dan juga akad apa yang dipakai dalam gadai.
Dalam hal ini peneliti bertanya langsung kepada pihak:
a) Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Babakan
Surabaya
b) Pegawai (Accounting Officer) Pegadaian Syariah Cabang
Babakan Surabaya
2) Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berlaku, baik berupa

tulisan, gambar, atau karya-karya.?? Penulis mengumpulkan bahan
tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat

menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang

2 Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju), 187
22 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif;, (Bandung: Alfabeta, 2014), 82
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diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk
mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh
dengan melakukan wawancara mendalam.?3
d. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau
rumus-rumus tertentu.’* Dari data yang sudah didapatkan tahapan
penelitian dalam pengeolahan data meliputi:
1) Reduksi Data
Reduktif data dapat diartikan yaitu suatu proses tentang
pemilihan data, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data,
pengabsrakan data, dan tranformasi data kasar yang muncul pada
catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Data yang didapat
penelitian lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu
dicatat secara rinci dan teliti.
2) Penyajian Data
Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan berbagai
informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan kemungkinan
akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Setelah data di reksusi maka akan dilakukan penyajian data,

23 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatit (Depok: Rajawali Pers, 2017), 21
24 M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metedologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 89
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penyajian data biasanya uraian singkat, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya.?
3) Menarik Kesimpulan
Sejak langkah awal dalam proses pengumpulan data, penulis
telah mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat dan juga
disusun menajdi suatu konfigurasi tertentu. Kesimpulan awal yang
bersifat sementara dan akan dirubah bila tidak ditemukan bukti-
bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data
yang berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif
merupakan temuan yang baru dan pada sebelumnya belum pernah
ada seperti itu dan temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau remang-
remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.?®
e. Teknik Analisis Data
Setelah proses data terkumpul, langkah selanjutnya adalah
analisis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan
menggunakan:
1) Deskriptif Analisis
Deskriptif —analisis adalah suatu pola pikir yang
mendeskripsikan keadaan suatu tempat, menggambarkan kegiatan,

sikap atau pandangan yang sedang berlangsung serta pengaruh dari

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatit, Kualitatif dan K&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 249
26 Ibid., 252-253.
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suatu fenomena.?’ Penulis akan mengkaji para pihak dari Pegadaian
Syariah Cabang Babakan Surabaya yang menjadi objek penelitian.
2) Pola Pikir Induktif

Metode penalaran yang bersumber dari pengumpulan data-
data yang bersifat khusus lalu di analisis dan kemudian
disimpulakan pada keadaan tertentu yang lebih umum dari hasil
penelitian. Dan data-data tersebut akan didapat dari mekanisme
atau praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan

Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini,
penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan
bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penlisan skripsi ini merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini telah di uraikan
tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab Kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah
yang akan dikaji secara jelas dan di teliti, kemudian dilanjutkan dengan
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

27 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, 48-49
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Bab Kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-
teori yang berkaitan dengan gadai atau arrahn yang dalam hal ini mencakup
tentang pengertian akad, pengertian gadai atau arrahn, landasan hukum gadai,
rukun dan syarat gadai.

Bab Ketiga adalah hasil dari data penelitian yang berisi penyajian data
di lapangan tentang deskripsi secara jelas menggambarkan keadaan umum di
Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya meliputi (Sejarah, visi misi,
struktur organisasi, produk-produk), pengertian dan mekanisme ARRUM
BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dan akad ARRUM
BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan.

Bab Keempat adalah kajian analisis data yang terdapat pada bab ketiga
tentang praktik akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan
beserta Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap ARRUM
BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan yang ditinjau oleh Fatwa DSN.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian
yang telah dilakukan. Selain itu akan dijelaskan tentang saram-saran yang
terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari
penelitian tentang Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/II1/2008 terhadap
akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.
Sedangkan hasil dari saran merupakan hasil dari sebuah masukan penelitian

penulis untuk kedepannya.



BABII
TINJAUAN UMUM RAHN

A. Pengertian Rahn
Transaksi hukum gadai dalam figih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah
suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Pengertian Ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam &43)

(#5015, yang berarti “ketetapan” dan “kekal. Hal itu, berdasarkan firman Allah

SWT dalam QS. Al-Muddatsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telh diperbuatnya.!

Pengertian “ketetapan’ dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang
tercakup dalam kata al-habs, yang berarti menahan. Kata ini merupakan
makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti
“menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.?

Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah
kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera
sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil
kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai

yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

! Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta [Imu, 2010),102
2 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 1.

23
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adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas
suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada
orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas
nama orang yang mempunyai utang.’ Karena itu, makna gadai (raAn) dalam
bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan,
dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (rahAn) dalam hukum Islam

adalah:

-
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Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pendangan
syara’ sebagai jaminan utang , yang memungkinkan untuk mengambil
seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.*

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn adalah:

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin
diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.’

2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai
jaminan atas hutang selama ada dua kemungkunan, untuk mengembalikan
uang atau untuk mengambil sebagian uang itu.

3. Akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai

tanggungan hutang.

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya
Paramita,2003), 297.

4 Sayyid Sabiq, A/-Figh As-Sunnah, (Beirut; Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3, 187.

> T.M. hasbi Ash- Shiddieqy, Pengantar Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87.
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4. Sesuatu yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang yang diganti
dengan barang yang lain.

5. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan hutang

6. Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang

7. Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam
hutang piutang.

8. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syariat sebagai
tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu

seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.b

Selain pengertian gadai atau rahn yang dikemukakan diatas, terdapat
beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli hukum Islam sebagai

berikut:

1. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut
S el i Lo (3350 oy 22805 GRS s (8 s

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang
dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar
utangnya.’

2. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan

b4

utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara

® Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai (Bandung: Al-Maarif,
1983), 50.
7 Ibid., 52
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sebagai tanggungan marhun bih, sechingga dengan adanya tanggungan
utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.®
3. Muhammad Syafi’l Antonio

Gadai Syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah
(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun
bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan
demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin)
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau
sebagian piutangnya.’

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan para ahli hukum
Islam di atas, maka dapat diartikan bahwa gadai atau rahn adalah menahan
barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima
tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin)
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian
utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak
dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Dapat diartikan
juga sebagai pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan
dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, maka barang

tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).!?

8 Ibid, 51.

® Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta:Gema Insani Press,
2001), 128.

10 Rahmat Syafi’l, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia), 159.
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Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian
antara seseorang menyerahkan harta benda berupa emas/ perhiasan/
kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan
kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum
gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan
uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir
terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai.

Jika memperhatikan pengertian gadai atau rahn di atas, maka
tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan
pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi
pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena
itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang
murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku Fikih Muamalah akad ini
merupakan akad fabarru’ atau akad derma yang tidak mewajibkan

imbalan.!!

B. Landasan Hukum
Boleh tidaknya transaksi rahn menurut Islam, diatur dalam Al-Qur’an,
Hadits Nabi dan ijma ulama, diantaranya adalah:
1. Al-Qur’an

QS Al-Baqarah (1) ayat 283:

! Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika), 3.
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahtidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagain yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amantnya (utangnya) dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan lah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan!?

Ayat tersebut memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan
perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang
dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi
jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar pemiik
uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang itu sanggup
membayar utangnya. '’

2. Hadis Nabi Muhammad SAW
o G o et AT 1B s 8y ey Jlaglh L) 2y Sl (B35
g Blab (53545 o Y25 GRB) 106 LG o 35 Vls nly) oo (240
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Telah meriwayatkan kepada Ishaq bin Ibrahim Al-HAnzali dan Ali bin
Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus
bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya
Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari
seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)'4

12 Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010),55
13 Nasrun Haroen, Figh Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 253.
14 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika), 4
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Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal
dimaksud, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad saw yang menggadaikan
baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Y ahudi. Para ulama
juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut ketika
beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang
kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi
Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya
enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi
Muhammad saw kepada mereka.

3. Ijtihad

Para ulama bersepakat bahwa gadai atau rahn itu boleh dan mereka
tidak mempersalahkan kebolehannnya.demikian pula dengan landasan
hukumnya. Disamping itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
No. 25/DSN-MUI/II/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa,
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam
bentuk rhan dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn
disyariatkan pada waktu berpergian maupun pada waktu tidak

berpergian.'’

15 M. Sholehul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Selembah Diniyah, 2003), 52.
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C. Rukun dan Syarat
1. Rukun rahn
Sebelum melakukan transaksi gadai atau rahn, maka harus diketahui
terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun rahn. Menurut
jumhur ulama, rukun rah nada empat yaitu:
a. Sighat (1afal jjab dan gabul)
b. Orang yang berakad (A/-rahin al-murtahin)
c. Harta yang dijadikan agunan (A/-marhun)
d. Hutang (Ar-marhun bih)
2. Syarat-syarat rahn
Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad rahn yaitu
berakal, baligh(dewasa), wujudnya marhunyang dipegang sebagai jaminan
oleh murtahin.'® Di samping syarat-syarat sah rahn, juga terdapat syarat-
syarat lain dari rahn atau gadai yang harus dipenuhi secara hukum fikih, di
antaranya yaitu:
a. Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum diwajibkan
kepada orang telah baligh dan berakal.
b. Syarat sighat (1afal), yaitu ucapan/lafal yang dibarengi dengan syarat
tertentu. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila
tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar, maka

rahn itu diperpanjang selama satu bulan atau memberi hutang serta

1 Ibid., 53.
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mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Untuk sahnya
rahn, pihak pemberi hutang harus disaksikan oleh dua orang saksi.
Apabila agunan dijual ketika rahn jatuh tempo dan orang yang
berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut
batal

c. Syarat marhun bih (hutang) yaitu:
1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat

berhutang

2) Hutang itu boleh dilunasi dengan agunan
3) Hutang itu jelas dan tertentu

d. Beberapa hal yang menjadi syarat marhun (barang yang dijadikan
agunan). Berdasarkan kesepkatan ulama, syarat yang terkait dengan
barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama
halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli.!” Hal itu
karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima
jaminan atau murtahin di saat orang yang menggadaikan tidak mampu
membayar hutangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan marhun di
antaranya, yaitu:
1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan, harus pada

waktu akad dan dapat diserahterimakan'®

17 Panji Adam, Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018), 284.
18 Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 198.
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2) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang
dengan hutang

3) Barang jaminan itu dinilai harta dan boleh dimanfaatkan. Contoh:
khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan dan khamar
termasuk barang yang tidak bernilai dan juga tidak bermanfaat
dalam Islam, maka khamartidak sah bila dijadikan barang jaminan.

4) Barang jaminan itu jelas

5) Agunan itu milik sah orang yang berhutang

6) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain

7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran
dalam beberapa tempat

8) Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun
manfaatnya. Apabila barang yang digadaikan itu secara hukum
telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan
telah diterima peminjam hutang. Apabila barang jaminan itu berupa
benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus
rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah
dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi hutang, atau

bisa disebut dengan rahn tasjily.

Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan rain yang disebut
sebagai gabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh

pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana
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dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yeng telah

disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.'”

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka
akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang
tersebut terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak
dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan uvang itu dibayar.
Apabila dalam perjualan barang jaminan ada kelebihan uag, maka wajib

dikembalikan kepada pemiliknya (rahin).*

Dalam pemahaman madzhab Syafi’i, ketetapan mengenai syarat-

syarat sah gadai adalah sebagai betikut:

a. Syarat luzum (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi
bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi
pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.

Adapun Syarat sah gadai yaitu:

1) Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan
dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri,
karena yang demikian akan membatalkan akad gadai.

2) Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah
pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal, sehat

dan tidak dalam pengampuan.

1 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 126.
20 Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 254-255.



34

b. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:
1) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna
2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama
3) Barang gadaian itu harus benda yang suci
4) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan benilai menurut
pandangan syariat
c. Syarat yang berhubungan dengan marhun bih yaitu:
1) Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti
2) Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan dating

3) Hutang itu sudah diketahui benda, jumlah dan sifat-sifatnya

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan tentang syarat
sahnya gadai, maka dapatlah dipahami bahwa syarat merupakan suatu yang
harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian gadai, sehingga perjanjian

gadai tersebut sah menurut ketentuan syariat.

. Akibat Hukum Rahn terhadap Marhun (Harta yang digadaikan)

Pegadaian Syariah atau rahAn mempunyai persyaratan antara lain:
dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari
keuntungan; hak gadai berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun
tidak bergerak; dapat dilaksanakan dengan suatu lembaga atau tanpa suatu
lembaga; dan tidak ada istilah bunga.

Pemanfaatan marhun (barang gadaian) dalam Islam tetap merupakan hak

rahin termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya dan
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bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang dan
dipegang oleh murtahin, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan
murtahin  memanfaatkan marhun  adalah merupakan perbuatan yang
melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis girad yang melahirkan kemanfaatan
dipandang sebagai riba.?!

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa marhun tetap berada
dalam penguasa murtahin, yaitu selama orang yang menggadaikan barang
tersebut belum melunasi hutangnya. Bahkan Ibnu Al-Munzir, seperti yang
dikutip Sayyid Sabid.?> Mengemukakan

Semua orang yang alim berpendapat bahwa siapa yang menjaminkan
sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagainya, dan ia menghendaki
mengeluarkan sebagian jaminan. Sesungguhnya yang demikian itu bukan
miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang
membebaskannya.

Dari beberapa pendapat para ulama tentang pemanfaatan marhun dapat
dikategorikan sebagai berikut:?}

1. Manfaat dari marhun adalah hak rahin. Pendapat ini dipegang oleh Imam
Maliki, Imam Syafi’l dan Imam Ahmad serta merupakan pendapat Jumhur

Ulama .

2 Sayyid Sabiq, Fighussunnah (Bandung: Al-ma’arif, 1987)153-154

2 Ibid., 156

2 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Islam Kontemporer (Jakarta: FT
Pustaka Firdaus, 1995),62
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2. Manfaat dari marhun adalah hak murtahin. Pendapat ini dipegang Imam

Hanafi

Pada dasarnya semua marhun , baik bergerak maupun tak bergerak, dapat
digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Namun, menurut Basyir yang

memenuhi syarat sebagai berikut:**

a. Merupakan benda bernilai menurut hukum syara’
b. Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi

c. Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin

Adapun menurut Syafi’iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu
berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajah

(unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki 3 syarat, yaitu:

a. Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu
dapat diserah terimakan secara langsung.

b. Barang tersebut menjadi milik rahin, karena sebelum tetap barang tersebut
tidak dapat digadaikan

c. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi

pinjaman.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kategori marhun

dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja,

24 A A. Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai (Bandung: Al-Ma’arif, 1983),

52
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namun juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang
tersebut dapat dijual. Namun, mengiangat keterbatasan tempat penyimpanan,
keterbatasan SDM di Pegadaian Syariah, perlunya meminimalkan resiko yang
ditanggung gadai syariah, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka
ada barang tertentu yang dapat digadaikan.”® Barang yang tidak dapat

digadaikan itu antara lain:

a) Surat uatang, suarat aksi, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya

b) Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu
tempat ke tempat lainnya memerlukan izin

c) Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun
dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai.?®

E. Jenis-jenis Rahn
Dalam prinsip Syariah, gadai dikenal dengan istilah raAn. Rahn pada

Prinsip Syariah dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1. Rahn Rasmi(Rahn Tasjily)

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya
dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap
dikuasai dan dipergunakan oleh rahin/ pemberi gadai.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep

pemberian jaminan secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara

25 Saiful jazil, Figih Muamalah (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 125
26 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), 110.
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kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep Fidusia tersebut, dimana

yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan

fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat
dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dalam fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn
Tasjily, dijelaskan tentang ketentuan hukum rahn tasjily sebagaimana
dalam fatwa berikut:

a. Rahn Tasjily -disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi adalah
jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa
yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bkti sah
kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun)
tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan
(rahin).

b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke
murtahin.”’

Pada dasarnya, dengan akad rahn, maka marhun itu dikuasai oleh
murtahin sebagai jaminan atas utang agar mudah dicairkan sesuai dengan

fiman Allah SWT:

Costn Sl WSTIE 5 i e (570

27 Fatwa DSN-MUI No:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). QS Al-
Bagarah (2); 283.28

Ketentuan ini memiliki magshad (tujuan) yaitu agar marhun bisa
dieksekusi oleh murtahin. Hal yang sama tidak bisa dilakukan jika marhun
tidak diserahkan ke murtahin dan masih ditangan rahin.

Tetapi hadits Rasululloh SAW, tidak menjelaskan teknis farihanun
maqbudhah, maka standar yang berlaku adalah urf sesuai dengan kaidah
figih:

Sy gt Gl £ 55 1 3
Setiap ketentuan syariah yang masih mutlak (umum) maka yang menjadi
rujukan adalah urf> (tradisi)®

Berdasarkan maqashid di atas, maka bukan marhun yang harus di
tangan murtahin tetapi bagaimana marhun itu bisa dijadikan jaminan dan
bisa dieksekusi.

Menurut tradisi, bukti kepemilikan seperti STNK atau BPKB bisa
dijadikan jaminan. Namun asset yang tidak ada bukti kepemilikan seperti
emas itu yang bisa dijadikan jaminan adalah emas itu sendiri karena surat

emas tidak menunjukkan atas pemiliknya.°

2. Rahn Hiyazi

28 Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta [lmu, 2010),60

29 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuvangan Islam (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2015), 158

30 Ibdi., 159
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Bentuk Rahn hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai
baik dalam bentuk hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda
dengan rahn tasjily hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka
pada Rahn Hiyazi tersebut, barangnya pun dikuasai oleh murtahin.’!

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum postif, barang
yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun
tidak bergerak namun tetap barang itu harus ada nilainya.

Dalam Praktek, yang biasanya diserahkan secara ra/in adalah benda-
benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rahn dalam
Bank Syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas Qard atau
pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. Rahn juga
dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti
pembiayaan uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya
pulang kampong pada waktu lebaran dan lain sebaginya. Jangka waktu
yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan

nasabah.3?

F. Waktu dan Berakhirnya Akad dalam Perjanjian Gadai
Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak
boleh ada syarat-syarat, semisal ketika akad gadai diucapkan “apabila rahin

tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka

31 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 131
32 Ibid., 132
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marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”. Sebab ada
kemungkinan pada waktu pembayaran telah ditentukan untuk membayar utang
harga marhun akan lebih kecil dari pada utang rahin (orang yang memberi
jaminan) yang harus dibayar, yang mengakibatkan kerugian pada pihak
murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu
pembayaran lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang
akibatnya akan merugikan rahin.*?

Apabila syarat diatas diadakan dalam akad gadai, akad gadai tetap sah
tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan atau jatuh tempo,
rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual jaminan atau
marhun, pembeliannya boleh murtahin itu sendiri atau yang lain tetapi harus
dengan harga yang umum belaku pada waktu itu. Hak murtahin hanyalah
sebesar hutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar
dari jumlah hutangnya sisanya dikembalikan pada rahAin. Sebaliknya, harga
penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung
pembayaran kekurangannya.’* Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Al-
Baihagqi yang artinya “Rahn itu tidak boleh dimiliki, rahn itu milik orang yang

menggadaikan. Ta berhak atas keuntungan dan kekurangannya”3?

3 Saiful jazil, Figih Muamalah (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 126
34 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 110.
35> Abdul Ghofur, Anshori, 98
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Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai

berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya

2. Rahin membayar hutangnya

3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin

4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan
dari pihak rahin.’®

5. jikajatuh tempo gadai telah habis, maka murtahin meminta rahin melunasi
utangnya. Jika rahin melunasi hutangnya, maka murtahin mengembalikan
barang gadai kepada rahin. Jika rahin tidak membayar hutang utangnya,
maka murtahin mengambil piutangnya dari hasil barang yang digadaikan
rahin kepadanya jika ada. Jika hasilnya tidak ada, ia menjualnya dan
mengambil piutangnya dari hasil penjualan barang gadai. Jika hasil
penjualan barang gadai lebih dari piutangnya, ia harus kembalikan sisanya
kepada rahin. Jika hasil penjualan barang gadai tidak cukup untuk

membayar utang, sisa utang tetap menjadi tanggungan rahin.’’

36 Ibid., 99
37 Ahmad Rodini, Asuransi dan Pegadaian Syariah (Jakarta:MItra Wacana Media, 2015), 67
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G. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam

Fatwa No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn memutuskan beberapa point yaitu

diantaranya:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

utang dalam bentuk RahAn dibolehkan dengan ketentuan sebagai

berikut.

Kedua :Ketentuan Umum

1.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan
Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang
menyerahkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin Pada
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin
kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun
dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan
dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh
Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan
tetap menjadi kewajiban Rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan

Rahin untuk segera melunasi utangnya.
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b. Apabila Rahintetap tidak dapat melunasi utangnya, maka
Marhun dijual paksa/diecksekusi melalui lelang sesuai
syariah.

c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar
serta biaya penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatanmelalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan

diubah dan disempurnakan sebagai- mana mestinya.8

H. Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/II/2008 Tentang Rahn Tasjily
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam
Fatwa No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily memutuskan beberapa point
yaitu diantaranya:

Pertama : Ketentuan Umum
Rahn Tasjily —disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi,
atau Rahn Hukmi-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas
utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada

penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya,

38 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/ITI/2002 Tentang Rahn
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sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada

dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

: Ketentuan Khusus

1. Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau
sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada
murtahin,

2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah
kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan
kepemilikan barang ke Murtahin.

3. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk
melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual
ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi
atau tidak dapat melunasi utangnya;

4. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas
kewajaran sesuai kesepakatan;

5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan
penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan
atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad
ljarah;

6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak
boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin;

7. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan
biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

8. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

: Ketentuan umum

Fatwa No0.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait
dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa

ini.
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Keempat : Ketentuan Penutup
1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak,
dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan

diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.>’

39 Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/ITI/2008 Tentang Rahn Tasjily
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BAB III

ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARTAH CABANG BABAKAN
SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

1.

Sejarah Pegadaian Syariah

Lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak 20 Agustus 1976 yang
ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van
Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem
gadai, lembaga ini didirikan oleh Batavia.! Bank ini didirikan dengan
modal awal sebesar £7.500.000, yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan
sisanya milik swasta. Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun
1800 maka usaha pegadaian diambil alih oleh Pemerintahan HlIndia-
Belanda di bawah Pemerintahan Daendels.

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris
dibawah Pemerintahan Raffles yang mengeluarkan peraturan bahwasannya
setiap orang boleh mendirikan Bank Van Leerning, selama ia mendapatkan
izin dari penguasa dan/atau pemerintah setempat yang disebut dengan
Licentiestelsel. Tahun 1816 Hindia —Belanda kembali menguasai

Indonesia.

! Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabetha, 2011), 80.
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Pada tahun 1900, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan
penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap
lembaga pegadaian. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa badan usaha yang
dimaksud cukup menguntungkan pemerintah. Sehingga didirikan Pilot
Project di Sukabumi. Kemudian setelah proyek ini dinyatakan berhasil,
maka dikeluarkan Staatsblad No.131 pada tanggal 1 April 1901, sebagai
dasar hukum pendirian Pegadaian Negeri pertama di Indonesia dan juga
diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.?

Sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada
tahun 1945, Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu
pada tanggal 1 Januari 1967 sebagai Perusahaan Negara (PN), kemudian
menjadi Perusahaan Jawatan berdasarkan intruksi Presiden No.17 Tahun
1969, Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.17
Tahun 1969. Setelah itu, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990
mwngubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian hingga
sekarang.’

Seiring berkembangnya waktu produk-produk beerbasis Syariah
semkin pesat di Indonesia, seperti pegadaian. Perusahaan Umum Pegadaian
mengeluarkan produk berbasis Syariah yang disebut dengan Pegadaian
Syariah. Produk-produk yang berbasis Syariah mempunya kriteria

tersendiri yakni seperti tidak memungut riba dan bunga dalam berbagai

2 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10.
3 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Alfabetha, 2011), 81
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transaksi, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
yang dilakukan dalam perdagangan, dan melakukan bisnis untuk
memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Pegadaian Syariah di Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh kemauan
masyarakat Islam yang ingin melaksanakan transaksi akad gadai dalam
prinsip Syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik
ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip
hukum islam yang telah ada. Hal ini dilator belakangi oleh pesatnya
aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan
pelaksanaan prosedut sesuai prinsip hukum Islam dalam berbagai aspeknya
termasuk Pegadaian Syariah.*

Konsep Bank Syariah mulai marak pada tahun 2000. Saat itu, Bank
Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dam membantu segi
pembiayaan dan pengembangan. Kemudian pada tahun 2003 telah
didirikan Lembaga Keuangan yang berprinsip Islam, yakni Pegadaian
Syariah dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah.

Pegadaian Syariah awalnya lahir dari hadirnya Fatwa MUI tanggal
16 Desember 2003 mengenai bunga bank bahwa untuk wilayah yang sudah
ada kantor jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak
dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan

bunga. Fatwa ini memperkuat terbitnya Peraturan pemerintah No.10 tahun

* Ibid., 82
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1990 yang menerangkan bahwa misi yang digunakan oleh Pegadaian yakni
untuk mencegah praktik riba, dan misi tersebut tidak berubah hingga
diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 yang dijadikan
sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga saat ini.’

Tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada
tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan. Konsep operasi
Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas
rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam.
Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh akntor-kantor
Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah sebagai satu unit
organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULSG ini
merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah
pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit
Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003.
Menyusul kemudiaan pendirian ULSG di Surabaya, Makassar, Semarang,
Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003.
Masih tetap di tahun 2003, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh

dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.6

5 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.
6 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2013), 276.
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Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya merupakan salah satu
kantor cabang yang ada di Surabaya dan yang menjadi tempat penulis
untuk melakukan penelitian ini. Berikut sebagian data Pegadaian Syariah
Cabang Babakan Surabaya, yakni:

Nama : Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
Alamat : J1. Kebalen Timur No. 94 A Babakan Surabaya
No.Telepon : 0313544438

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya ini lahir untuk
memenuhi permintaan masyarakat akan layanan jasa gadai yang berbasis
Syariah. Serta dalam rangka mendukung target omset yang telah
ditentukan oleh kantor wilayah Pegadaian Syariah. Letak kantor yang
strategis yakni di dekat Pasar Babakan Surabaya menjadikan Pegadaian
Syariah selalu ramai banyak oleh calon nasabah.

2. Visi, Misi dan Motto

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat,
Cabang maupun Unit mempunyai visi, misi dan mottot yang sama. Visi,
misi dan motto dari Pegadaian Syariah yakni:’

a. Visi
“Menjadikan Pegadaian sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis
gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia

slalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

7 Pegadaian, “Visi dan Misi” dalam www.pegadaian.co.id diakses pada, 20 Februari 2020
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b. Adapun misi dari Pegadaian Syariah yakni:

1) Membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat khususnya golongan mengah kebawah dan melaksanakan
usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah
kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian
dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap
menjadi pilihan utama masyarakat.

c. Motto®

Mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian Syariah memberikan

kemudahan dalam mengatasi segala masalah masyarakat dengan

mudah dan cepat. Kebutuhan uang tunai terkadang menjadi kesulitan
bagi masyarakat dalam memperoleh jaminan. Pegadaian Syariah
memberikan fasilitas masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan
cara yang praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagian harta yang
dimiliki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Selain visi dan misi yang telah disebutkan di atas, Pegadaian

Syariah juga mempunyai Sepuluh Perilaku Utama Insan Pegadaian

8 Ibid., diakses pada tanggal 20 Februari 2020
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Syariah yang harus diterapkan oleh seluruh yang terlibat dalam

Pegadaian Syariah yakni:®

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Berinisiatif, Kreatif, Produktif, Adaptif
Berorientasi pada solusi bisnis

Taat beribadah

Jujur dan berpikir positif

Kompoten di bidang tugasnya

Selalu mengembangkan diri

Peka dan cepat tanggap

Empatik, Santun dan Ramah

Bangga sebagai Insan Pegadaian

10) Bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai

karyawan Pegadaian Syariah agar memberi pelayanan yang terbaik,

Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya mempunyai struktur

organisasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan tugas dan

wewenang setiap anggota yang ada di Pegadaian Syariah. Adapun struktur

organisasi Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya digambarkan

sebagai berikut!”:

9 Miftachul Jannah, Wawancara, Surabaya, 29 Juni 2020
10 M. Debby Yusuf, Wawancara, Surabaya, 29 Juni 2020
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Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BABAKAN SURABAYA

PIMPINAN
CABANG
MIFTACHUL JANNAH
PENGELOLA|
AGUNAN
MUHAMMAD
FIRMANSYAH
| I 1
PENAKSIR KASIR SATPAM
M. DEBBY
M. JUNAIDI SHOLEH YUSUF TASRIPAN

Adapun deskripsi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing
organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya yakni'':
a. Pimpinan Cabang
e Memastikan bahwa target bisnis (nasaba, omzet dan lainnya) serta
operasional seluruh bisnis yang telah ditetapkan Cabang dapat
tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional di

bawahnya

1 M. Debby Yusuf, Wawancara, Surabaya, 29 Juni 2020
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Mewakili kepentingan urusan perusahaan baik ke dalam maupun ke
luar berdasarkan kewenangan dari atasan dalam rangka
melaksanakan misi perusahaan

Meastikan bahwa pelaksanaan lelang telah dilaksanakan di CPS
sesuai dengan prosedur yang berlaku

Melakukan POAC tentang administrasi, operasional, keuangan,
serta modal kerja, dan penyusun laporan operasional dan keuangan

CPS serta laporan berkala lainnya

. Penaksir Melakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan

secara cepat, tepat dan akurat agar mengetahui kualitas dan nilai dalam

menentukan harga darsar barang yang akan dijadikan jaminan

Mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan kegiatas
administrasi dan juga keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang sudah berlaku agar melancarnakan pelaksanaan operasional
Kantor Cabang

Menyiapkan dan merencanakan barang jaminan yang akan

disimpan guna untuk terjamin keamanan barang jaminan tersebut

Kasir

Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan
keputusan yang telah berlaku
Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang telah

dilelang
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e Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang telah
ditugaskan oleh atasan
d. Pengelola Marhun
e Menerima marhun dari perugas yang berwenang
e Mengeluarkan marhun dan dokumen yang terkait dengan bisnis
mikro atau bisnis emas untuk pelunasan, pemeriksaan atau
keperluan lainnya sesuai dengan aturan yang telah berlaku
e Merawat marhun dan gudang penyimpanan guna untuk marhun
dalam keadaan baik atau tidak rusak dan aman
e Melakukan perhitungan seluruh marhun yang telah terkumpul
secara terperinci sehingga keakuratan saldo buku gudang / buku
terkait dapat dipertanggung jawabkan
e. Security
Mengamankan seluruh yang ada di kantor meliputi harta
perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
Kemudian menjaga keamanan perusahaan dari resiko kebakaran,
kehilangan dan kerusakan. Serta membantu nasabah dalam proses
pelayanan di Pegadaian Syariah.
4. Produk Pegadaian Syariah
a. Gadai Syariah (ar-rahn)
Gadai Syariah (ar-rahn) adalah produk pembiayaan

menggunakan akad gadai yang berlandaskan dalam prinsip syariah
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melalui prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan juga aman.
Masyarakat dapat mengajukan pembiayaan untuk mendapatkan dana
yang dibutuhkannya senilai dengan barang yang dijadikan jaminan
dalam waktu yang cepat dan pelunasan yang dapat dilakukan sewaktu-
waktu. Barang yang dijadika jaminan dapat berupa emas, surat
berharga, dan barang lainnya seperti barang elektronik, kendaraan
bermotor, atau benda bergerak lainnya.'?
b. ARRUM Haji

ARRUM Haji merupakan produk Pegadaian Syariah yang
membantu nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan
memenuhi beberapa ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan
yakni dengan jaminan emas. Dengan adanya produk ini diharapkan
Pegdaian Syariah mampu membantu masyarakat untuk menunaikan
rukum islam yang ke 5 ini.'?

c. ARRUM BPKB

ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) BPKB merupakan
produk pegadaian syariah yang membantu para pengusaha mikro yang
membutuhkan modal usaha dengan memberikan skema pinjaman
dengan sistem syariah. Layanan yang memberikan kemudahan
pendaftaran dengan persyaratan jaminan kendaraan. Namun kendaraan

yang dijaminkan tetap berada pada pemiliknya sehingga dapat

12 K utipan dari Brosur Pembiayaan rahn
13 Kutipan dari Brosur Pembiayaan ARRUM Haji
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digunakan untuk usaha sehari-hari. Sedangkan BPKB asli yang akan
dipegang oleh pihak Pegadaian Syariah.'4
d. Amanah
Amanah merupakan produk pembiayaan kendaraan bermotor
berprinsip syariah yang memberikan solusi untuk karyawan dan
pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan secara pribadi secara
syariah. Kendaraan yang dibutuhkan nasabah dapat diangsur dengan
prinsip syariah dan melalui prosedur pembiayaan yang mudah.
e. Rahn Tasjily Tanah
Rahn Tasjily tanah merupakan produk baru di Pegadaian Syariah.
Produk ini memiliki prosedur persyaratan dengan menjamin sertifikat
tanah nasabah di Pegadaian Syariah. Pembiayaan ini diperuntukkan
terutama untuk pengusaha dan petani agar mempermudah dalam
memperoleh dana.'’
f. Tabungan Emas
Tabungan Emas merupakan produk pembelian dan penjualan
emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Produk
Pegadaian Syariah ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk
berinvestasi emas dengan lebih aman karena disimpan di Pegadaian

Syariah.

14 Kutipan dari Brosur ARRUM BPKB
15 Kutipan dari Brosur Pembiayaan Rahn Tasjily tanah
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g. Pegadaian Mulia

Pegadaian Mulia merupakan layanan investasi emas batangan
bisa secara tunai, angsuran, maupun secara arisan. Produk ini
memberikan layanan penjualan emas batangan kepada msyarakat
dengan cara yang mudah dan cepat. Dengan adanya layanan ini
masyarakat mempunyai alternative pilihan investasi yang aman untuk
mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunikan ibadah haji,
memiliki rumah dan kendaraan idaman dan juga untuk mempersiapkan
biaya pendidikan anak.'®

h. MPO (Multi Payment Online)

MPO adalah produk Pegadaian Syariah yang melayani
pembayaran online dalam berbagai jenis tagihan bulanan, seperti
pembayaran telepon, listrik, pembayaran PDAM, pulsa dan lain
sebagainya yang dilakukan secara on/ine di outlet Pegadaian Syariah.
Layanan ini juga menyediakan fop up untuk Grab dan Gojek.

i. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran merupakan layanan yang diberikan kepada
masyarakat yang ingin mengetahui keratase dan kualitas harta
perhiasan berlian, emas dan batu permata, guna untuk keperluan

investasi atau bisnis. Masyarakat dapat mengetahui tentang karatase

16 Kutipan dari Brosur Pembiayaan Mulia
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dan kualitas barang berharga yang dimilikinya dengan biaya yang
relative ringan, sehingga dihrapkan masyarakat tidak mengalami
kebingungan dalam nilai pasti investasinya.
Jasa Titipan

Jasa Titipan merupakan layanan yang diberikan kepada nasabah
yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan
emas, berlian dan surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan

biaya terjangkau.

. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas merupakan layanan yang diberikan oleh
Pegadaian Syariah kepada nasabah dengan titip-jual emas batangan di
Pegadaian Syariah, sehinggan emas tersebut menjadikan investasi
milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian Syariah. Dan
juag keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada
Nasabah. Maka dari itu emas yang dimiliki oleh nasabah akan lebih

produktif.!”?

B. Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

1.

Pengertian ARRUM BPKB

ARRUM merupakan singkatan dari Ar-rahn untuk Usaha Mikro

Kecil merupakan pembiayaan yang ditujukan bagi para pengusaha mikro

17 K utipan dari Brosur Konsinyasi Emas
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kecil, yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan
berprinsip Syariah.!® Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah
melayani para pengusaha kecil untuk membantu memperoleh modal
usahanya hanya dengan jaminan BPKB kendaraan. Namun kendaraan tetap
pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha
yang dijalaninya sehari-hari. Produk pembiayaan ARRUM BPKB ini
merupakan produk yang diminati selain produk RAHN dan ARRUM
HAJLY

Produk pembiayaan untuk pengusaha mikro di Pegadaian Syariah
dengan Pegadaian Konvensional tidak jauh berbeda, jika di Pegadaian
konvensional menggunakan Produk KREASI sedangkan di Pegadaian
Syariah menggunakan Produk ARRUM BPKB. Kedua produk ini sama-
sama menggunakan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminannya.

ARRUM BPKB memiliki perbedaan dengan produk Pegadaian
Syariah yang lainnya. Jika ARRUM BPKB, masyarakat yang
membutuhkan dana dari Pegadaian Syariah tidak perlu untuk menitipkan
barangnya kepada Pegadaian Syariah. Akan tetapi, mereka cukup
menitipkan surat jaminan berupa BPKB kendaraan kepada Pegadaian
Syariah dengan memenuhi persyaratan, maka Pegadaian Syariah akan
melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan memberikan dana yang

sesuai dengan nilai surat jaminan tersebut.

18 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kenaca,2015), 400.
19 M. Debby Yusuf, Wawancara, Surabaya, 30 Juni 2020
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Daya Tarik masyarakat menggunakan produk pembiayaan ARRUM
BPKB yakni dikarenakan outlet Pegadaian Syariah cabang Babakan
Surabaya yang mudah untuk dijangkau (outlet berada di dekat pasar
Babakan), kemudian syarat pengajuan pembiayaan yang begitu mudah
yakni hanya menggunakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
kendaraan bermotor sebagai jaminan. Selain itu proses pencairan dana
lebih cepat yakni dalam waktu kurang lebih tiga hari atau paling lambat
satu minggu setelah proses pengajuan pembiayaan.

Selain itu ARRUM BPKB banyak diminati oleh masyarakat karna
merupakan salah satu jalan bagi pengusaha kecil untuk mendapat tambahan
modal yang jumlahnya tidak terlalu besar. Minimal pembiayaan pada
ARRUM BPKB yakni mulai Rp. 1.000.000, 00 sampai dengan Rp.
400.000.000,00. Batas maksimum presentase pinjaman yakni 70% dari
harga kendaraan atau taksiran barang yang dijadikan agunan.?’

Dalam penerapan pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah
secara teknis menggunakan akad raAn dan akad jjarah’’ Menggunakan
akad rahnkarna terdapat 2 orang yang melakukan transaksi pinjaman yakni
antara nasabah sebagai rahin dengan Pegadaian Syariah sebagai murtahin,
kemudian rahin memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan atau

marhun atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah. Apabila

20 M. Junaidi Sholeh, Wawancara, Surabaya, 30 Juni 2020
21 Miftachul Jannah, Wawancara, Surabaya, 30 Juni 2020
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nasabah tidak mampu membayar pinjamannya maka barang jaminan
tersebut atau marhun dapat digunakan pembayar.

Dari aplikasi akad rahn tersebut timbul proses penyimpanan marhun
sehingga akan ada biaya untuk penyimpanan barang atau biaya mu’nah,
maka terjadilah akad 7jarah. ljarah adalah akad pemindahan hak guna atas
barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa atau wujrah, tanpa diikuti
pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.>?Akad ijarah dan akad
rahn di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari akad 7jarah
Pegadaian Syariah akan memperoleh wujrah atau upah dari nasabah karena
telah menjaga titipan barang nasabah yakni jaminan berupa surat BPKB
tersebut. Ketentuan besarnya tarif ujrah di Pegadaian Syariah tergantung
berdasarkan presentase dari besar jumlah pinjaman nasabah.

Tarif administrasi yang harus dibayar oleh rahin pada saat awal
pembiyaan yakni sepeda motor Rp. 70.000,00 dan jika mobil Rp.
200.000,00. Tarif administrasi ini berbeda dengan tarif wujrah. Pegadaian
Syariah menetapkan tarif jjarah atau angsuran dengan biaya yang relativ
rendah yaitu 1% perbulan dibandingkan dengan perbankan yang
menetapkan angsuran sekitar 1,5% perbulan. Jika diperhitungkan maka
pegadaian syariah lebih ringan karna hanya mengambil tarif ujrah sebesar
12% pertahun, sedangkan perbankan mengambil angsuran mencapai 18%

pertahun.

22 M. Syafi’l Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan (Jakarta: Takziyah Institut:
1999), 155
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Tarif wjrah yang dibebankan lebih ringan dengan angsuran tetap ber
bulan dan pilihan jangka waktu angsuran yang fleksibel dengan pilihan 12
bulan dengan tarif 7jarah sebesar 12%, 18 bulan dengan tarif jjarah 18%, 24
bulan dengan tarif 7jarah 24% dan yang paling lama 36 bulan dengan tarif
ijarah 36%, dan juga pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh
nasabah.??

Dalam pengaplikasian Pembiayaan ARRUM BPKB, pihak Pegadaian
Syariah tidak serta merta langsung memberikan pembiayaan. Namun ada
beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak Pegadaian Syariah
dengan menganalisis dalam memberikan pembiayaan ARRUM BPKB pada
calon nasabah.

Pengaplikasian analisis pembiayaan ini bertujuan untuk menganalisis
siapa calon nasabah, apa tujuan nasabah meminjam dana, apakah nasabah
tersebut benar-benar membutuhkan pembiayaan untuk tambahan modal
usahanya dengan pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) atau tidak,
berapa jumlah dana yang dibutuhkan calon nasabah dalam menjalankan
usaha beserta agunannya.

2. Persyaratan dan Ketentuan

Adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB, yakni:

23 M.Junaidi Sholeh, Wawancara, Surabaya, 30 Juni 2020
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. Nasabah harus mempunyai usaha yang produktif yang telah berdiri

minimal satu tahun dari pengajuan dan memenuhi kriteria kelayakan
yang sudah diterapkan oleh Pegadaian Syariah.

Calon nasabah pembiayaan ARRUM BPKB tidak sedang menjadi
nasabah KREASI pada Pegadaian Konvensional dan tidak menjadi
nasabah ARRUM pada kantor cabang Pegadaian Syariah yang lainnya.
Hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan mencegah terjadinya
pembiayaan macet, hal ini dapat diketahui dari portofolio nasabah di
Pegadaian Syariah dan juga bisa melalui BI checking.

Jenis usaha yang dimiliki nasabah tidak termasuk usaha yang dilarang
oleh syariat Islam. Misalnya jenis usaha nasabah adalah penjual
minuman keras atau yang lainnya yang dilarang di dalam syariat Islam.
Tempat usaha nasabah tidak berada pada daerah yang terlarang dan
tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya
pedagang yang tidak memiliki kios atau tempat usaha yang pasti.
Persyaratan yang berhubungan dengan identitas nasabah yakni Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta nikah bagi
yang telah berkeluarga.

Jarak antara tempat usaha dengan kantor Pegadaian Syariah tidak
kurang dari 15km. hal ini bertujuan untuk memudahkan Pegadaian

Syariah dalam memantau perkembangan usaha nasabah.
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g. Persyaratan mengenai barang yang dijadikan jaminan, yaitu foto copy
STNK dan BPKB dengan kriteria jika kendaraan roda dua maka
maksimal usia kendaraan adalah 10 tahun sampai dengan masa kredit
lunas. Jika kendaraan roda empat usia maksimal kendaraan adalah 15

tahun sampai dengan masa kredit lunas.?*

Adapun persyaratan untuk barang jaminan pembiyaan ARRUM
yakni hanya kendaraan bermontor roda empat yang lebih baik plat hitam
maupun plat kuning dan kendaraan bermontor roda dua yang memenuhi

syarat berikut®>:

a. Kendaraan bermotor harus milik sendiri dengan dibuktikan atas nama
yang tertera di dalam BPKB dan STNK sama dengan KTP

b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami, maka harus
menyerahkan surat persetujuan menjamin kendaraan. Identitas
persetujuan tersebut harus sama dengan identitas BPKB kendaraan
yang dijadikan jaminan. Kendaraan yang digunakan hanyalah
kendaraan milik suami/istri.

c. Merk dan jenis kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah
dikenali secara umum untuk digunakan masyarakat dan pemasarannya

tidak sulit, yakni kendaraan dengan spesifikasi seperti berikut

24 www.pegadaian.co.id, diakses tanggal 29 Juni 2020

2> Muhammad Firmansyah, Wawancara, Surabaya, 30 Juni 2020
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Tabel 3.1
Merk Dan Jenis Kendaraan?®
Nama Negara Tahun Pembuatan Merk/Jenis
Pembuat
Jepang 15 tahun terakhir Merk mobil: Toyota,
dengan kondisi Honda, Suzuki,
fisik 75% Daihatsu, Mitsubishi,

Mazda, Nissan.
Jenis: Model van,
pickup, sedan dan
jeep

Merk motor: Honda,
Yamaha, Suzuki,

Kawasaki
Jenis: Sport, bebek,
metik
Eropa 10 tahun terakhir Merk mobil: BMW,
dengan kondisi Marcedes-benz, Opel,
fisik 75% Audi, Jagur,

Peugeout, Volvo, vw
Jenis: Model van,
pickup, sedan dan
jeep

Merk motor: Ducati
Jenis: sport, metic

Korea 10 tahun terakhir Merk mobil: KIA,
dengan kondisi Hyundai dan Daewoo
fisik 75% Jenis: model van,

pickup sedan dan jeep

d. Sistem dan prosedur menaksir agunan kendaraan bermotor dengan
batasan dijelaskan sebagaimana dalam butir c) tersebut supaya
mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan agunan

kendaraan bermotor yang masih berlaku di PERUM pegadaian.

26 Buku Operasional Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syarah Cabang Babakan Surabaya
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Kendaraan berplat nomor Polres/Polda setempat

f. Untuk tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka

setelah proses pembiayaan ARRUM disepakati, maka dilakukan proses
blokir BPKB atas biaya rahin. Tetapi bila proses blokir tidak bisa
dilayani oleh Polres/Polda setempat, Manajer CPS supaya membuatkan
surat pemberitahuan kepada Kapolres bahwa BPKB atas nama rahin
tersebut sedang dijadikan jaminan sebagai agunan pembiayaan
ARRUM di Pegadaian Syariah selama jangka waku yang telah
ditentukan. Pada saat pembiayaan telah lunas maka dibuat surat
pencabutan blokir atau surat pemberitahuan pelunasan pembiayaan.
Proses pencabutan bolir diurus dan dibiayai oleh rahin.

Khusus kedaraan bermotor roda empat yang menggunakan plat
kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga
harus dilengkapi dengan surat izin trayek dan buku kir dari dinas lalu

lintas dan angkutan jalan setempat yang masih berlaku.

Setelah persyaratan yang telah disebutkan diatas terpenuhi, maka

selanjutnya yakni calon nasabah melengkapi persyaratan seperti surat

keterangan usaha asli atau foto copy, foto copy rekening listrik/telepon/air,

foto copy pembayaran PBB terakhir, cek fisik kendaraan dari SAMSAT,

surat keterangan balik nama jika bukan atas nama sendiri, Kuitansi
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pembelian (bermaterai 6000) untuk motor/mobil bekas dan menyerahkan

BPKB asli sebagai agunaan.?’

Apabila persyaratan diatas telah dilengkapi, maka proses selanjutnya
yakni rahin mengajukan permohonan dengan membawa berkas awal dan
mengisi form pengajuan pembiayaan ARRUM. Setelah itu pihak pertama
yang akan menerima adalah penaksir menerima form pengajuan

pembiayaan ARRUM dan berkas awal dan juga mengimput data rahin.

Setelah data nasabah telah diinput maka proses selanjutnya yaitu
survey kelayakan usaha yang dilakukan oleh tim analisis mikro yang
bertugas untuk mensurvey ke tempat nasabah atau rahin dengan tujuan
apakah usaha tersebut layak atau tidak. Survey kelayakan tempat usaha
dilakukan oleh tim mikro dua hari setelah nasabah mengajukan pembiayaan

ARRUM dan survey dilakukan hanya satu kali saat pengajuan pembiayaan.

Kemudian setelah survey kelayakan wusaha selanjutnya yang
melakukan proses adalah asmen mikro atau deputi, menerima hasil
kelayakan wusaha calon nasabah dari tim survey, deputi approve
pembiayaan. Dari deputi berkas pembiayaan diberikan kepada pimpinan

cabang, selanjutnya pimpinan cabang, notaris dan rahin menandatangani

27 Muhammad Firmansyah, Wawancara,Surabaya, 1 Juli 2020
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akad, artinya proses pembiayaan ARRUM sudah dilakukan sesuai

persyaratan dan pencairan dana dilakukan oleh kasir.?®

3. Mekanisme Perhitungan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang
Babakan Surabaya?®
a. Nominal Maksimum Pinjaman
Barang jaminan berupa BPKB sepeda motor Yamaha Xmax 2018
Taksiran harga pasar ditetapkan Rp. 45.000.000 dan ra/in menyatakan
persetujuannya.

Nilai Taksiran Barang x 70%

= Rp. 45.000.000 x 70%

=Rp. 31.500.000

(pembulatan berdasarkan kebutuhan rahin Rp. 30.000.000)
b. Pokok Angsuran

Total Pinjaman / Jangka Waktu

= Rp. 30.000.000 / 36 bulan
=Rp. 833.333
c. Perhitungan ujrah

Jumlah Pinjaman x 1%

=Rp. 30.000.000 x 1%

= Rp. 300.000

28 M. Debby Yusuf, Wawancara, Surabaya, 1 Juli 2020
2 M. Junaidi Sholeh, Wawancara, Surabaya, 1 Juli 2020
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d. Total Angsuran Perbulan

Pokok Angsuran + Ujrah (perbulan)
= Rp. 833.333 + Rp. 300.000

=Rp. 1. 133.333

»

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD ARRUM BPKB
DI PEGADATAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA

A. Analisis terhadap Praktik Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang
Babakan Surabaya

Dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari manusia tidak akan bisa hidup
sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sama seperti halnya orang yang
melakukan perjanjian dengan orang lain dengan menggunakan akad rahn atau
gadai, dimana akad rahn merupakan akad perjanjian dengan cara pinjam
meminjam dengan menyerahkan barang sesuai tanggungan hutang atau
jaminan.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan
bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan
menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera dengan
berprinsip syariah. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu
terutama yang sangat mendesak, misalnya seperti seorang pengusaha mikro
kecil yang telah mempunyai usaha minimal satu tahun yang sedang kekurangan
modal atau dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka
mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan dengan
menggunakan produk Pegadaian Syariah yakni ARRUM BKPB.

ARRUM merupakan singkatan dari Ar-rahn untuk Usaha Mikro Kecil

yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil yang sedang
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kekurangan modal atau dana dengan memberikan pembiayaan untuk
mengembangkan usahanya dengan berprinsip Syariah. Produk ARRUM BPKB
di Pegadaian Syariah ini membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan
modal usahanya dengan persyaratan yang begitu mudah yakni hanya
menggunakan BPKB sebagai jaminanya. Kendaraan tetap pada pemiliknya
sehingga dapat di manfaatkan untuk mendukung usaha yang dijalankan sehari-
hari.

Produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang
Babakan Surabaya ini dapat memudahkan para pengusaha mikro kecil bahkan
menengah dalam memperoleh modal atau dana untuk membangun usahanya
dengan sistem dan proses yang cukup mudah dan tidak memerlukan waktu
yang lama serta hanya dengan BPKB kendaraan bermotor atau mobil sebagai
jaminannya, namun kendaraan tersebut dapat digunakan dalam menunjang
nasabah untuk menjalankan usahanya sehari-hari.

Dalam penerapan pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah
secara teknis menggunakan akad rahn dan akad jjarah. Menggunakan akad rahn
karna nasabah sebagai rahin telah memberikan jaminan berupa BPKB
kendaraan bermotor atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah
sebagai murtahin. Apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya maka
barang jaminan tersebut atau marhun dapat digunakan pembayar. Dari aplikasi
akad rahn tersebut makan timbul proses penyimpanan marhun sehingga akan

ada biaya untuk penyimpanan barang atau biaya mu’nah, maka terjadilah akad
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ijarah. Akad ijarah dan akad rahn di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan
karena dari akad 7jarah Pegadaian Syariah akan memperoleh wjrah atau upah
dari nasabah karena telah menjaga titipan barang nasabah berupa jaminan
tersebut. Ketentuan besarnya tarif wjrah di Pegadaian Syariah tergantung
berdasarkan presentase dari besar jumlah pinjaman nasabah.

Pegadaian Syariah menaksir biaya mu’nah berdasarkan hasil biaya 7jarah
atau ujrah sebesar 1% dari total pembiayaan yang didapatkan nasabah, lama
waktu pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah yaitu 12 bulan, 18
bulan, 24 bulan, 36 bulan. Nilai taksiran kendaraan yang menjadi jaminan
sampai 70% dari harga bekas dipasaran dan batas maksimum presentase
pinjaman yakni 70% dari harga kendaraan atau taksiran barang yang dijadikan
agunan. Serta proses pencairan dana lebih cepat yakni melalui proses selama 3
hari sampai 1 minggu kerja dan pengajuan pembiayaan mulai dari Rp.
1.000.000 sampai dengan Rp. 400.000.000. Tarif administrasi yang harus
dibayar oleh rahin pada saat awal pembiyaan yakni sepeda motor Rp.
70.000,00 dan jika mobil Rp. 200.000,00. Tarif administrasi ini berbeda dengan
tarif ujrah.

Marhun atau barang jaminan yang digunakan dalam ARRUM BPKB
adalah surat berharga BPKB kendaraan bermotor roda dua atau roda empat dan
kendaraan masih bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk kebutuhan sehari-hari
atau kebutuhan usaha. Sedangkan ketentuan barang jaminan kendaraan roda

dua usia maksimal 10 tahun sampai dengan masa kredit lunas dan untuk
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kendaraan roda empat usia maksimal 15 tahun sampai dengan masa kredit
lunas.

Mekanisme pembiayaan ARRUM BPKB di Pegdaian Syariah cabang
Babakan Surabaya yaitu nasabah dating ke Pegadaian Syariah untuk
mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB dengan membawa jaminan berupa
BPKB kendaraan bermotor dan juga persyaratan yang telah disebutkan di Bab
III. Setelah nasabah memenuhi persyaratan, selanjutnya adalah proses
peninjauan lokasi usaha, apakah nasabah tersebut layak memperoleh
pembiayaan atau tidak, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan divisi usaha
mikro kantor Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Kemudian asmen
mikro atau deputi menerima berkas peninjauan usaha dari divisi mikro, dan
memutuskan untuk memberikan pembiayaan atau tidak. Dari deputi pemimpin
cabang menerima berkas untuk selanjutnya dilakukan pendatanganan akad
oleh nasabah dan pemimpin cabang menggunakan akad rain yang disaksikan
oleh notaris yang ditunjuk, setelah pendatnganan akad nasabah menerima

pencairan dana dari kasir.

. Analisis Fatwa DSN No. 68/DSN-MUVI/III/2008 terhadap Akad ARRUM
BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Di dalam Pegadaian Syariah terdapat produk yang mekanisme
operasionalnya menggunakan akad rahn. Salah satunya dan yang menjadi

pembahasan penulis pada skripsi ini adalah produk ARRUM BPKB di
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Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya. ARRUM adalah singkatan dari
Ar-rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para
pengusaha mikro kecil yang sedang kekurangan modal atau dana dengan
memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dengan berprinsip
Syariah. Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah ini membantu para
pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usahanya dengan persyaratan yang
begitu mudah yakni hanya menggunakan BPKB sebagai jaminanya.
Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat di manfaatkan untuk
mendukung usaha yang dijalankan sehari-hari.

Terkait dengan akad yang digunakan Pegadaian Syariah cabang
Babakan Surabaya terhadap praktik ARRUM BPKB di tinjau berdasarkan
hukum Islam untuk menganalisa akad ar-rahn sebagai akad yang digunakan
dalam transaksi ARRUM BPKB. Perkataan ‘agdumengakibatkan terjadinya
dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada
orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji
yang berhubungan dengan janji pertama, maka terjadilah perikatan dua buah
janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang
lain disebut perikatan.

Akad menjadi salah satu tolak ukur terpenting dalam suatu perjanjian,
jika ada salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi maka akad akan menjadi
rusak dan menjadi akad fasid. Karna dasar dalam perjanjian adalah akad

kepastian. Secara umum para fuqaha menyatakan syarat sahnya akad yakni
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tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (mufSid) dalam akad, yaitu:
ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (a/-Jilalah), adanya
paksaan (7krah), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (faugif),
terdapat unsur tipuan (gharar), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.

Dalam penerapan pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah
cabang Babakan Surabaya secara teknis menggunakan akad rahn dan akad
jjarah. Menggunakan akad rahn karna nasabah sebagai rahintelah memberikan
jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atas pembiayaan yang diberikan
oleh Pegadaian Syariah sebagai murtahin. Dari aplikasi akad rahn tersebut
makan timbul proses penyimpanan marhun sehingga akan ada biaya untuk
penyimpanan barang atau biaya mu’nah, maka terjadilah akad 7jarah. Akad
jjarah dan akad rahn di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari
akad 7jjarah Pegadaian Syariah akan memperoleh wjrah atau upah dari nasabah
karena telah menjaga titipan barang nasabah berupa jaminan tersebut.
Ketentuan besarnya tarif ujrah di Pegadaian Syariah tergantung berdasarkan
presentase dari besar jumlah pinjaman nasabah.

Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menaksir biaya mu’nah
berdasarkan hasil biaya 7jarah atau ujrah sebesar 1% dari total pembiayaan
yang didapatkan nasabah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
No.25/DSN-MUI/II/2002 tentang RAHN pada point ke empat (4) yang
menyatakan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhuntidak

boleh berdasarkan jumlah pinjaman”. Point tersebut berbeda dengan praktik
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di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dimana besar biaya
pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan berdasarkan besar pinjaman yang
didapatkan nasabah.

Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan
Surabaya dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang RAHN. Dijelaskan bahwa rahn adalah akad perjanjian
pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
Jadi maksud dari fatwa tersebut yakni yang dijadikan jaminan adalah
barangnya atau kendaraanya bukan hanya bukti sah kepimilkannya yaitu
berupa BPKB kendaraan.

Dalam praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan
Surabaya menggunakan akad ar-rahn. Ar-rahn dalam syarat rukunnya
menjelaskan tentang kerja atau usaha untuk mengetahui keabsahan akad
tersebut. Dengan syarat dan rukun ar-rahn yang ada pada Bab II dan Fatwa
DSN-MUI, menyatakan apakah akad rahn menjadi sah atau tidak dalam
produk ARRUM BPKB ini.

Pegadaian Syariah memberikan layanan ARRUM BPKB dan memakai
akad rahn ini menjadikan akad yang fasid Fasid adalah akad yang telah
memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi
syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad
tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi dengan Fatwa

DSN-MUI. Konsep ARRUM BPKB tidak berkesinambungan dengan akad
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rahn, yang mana barang yang dijadikan agunan dalam ARRUM BPKB hanya
surat berharga atau BPKB kendarannya saja bukan barangnya.

Akad yang sesuai untuk digunakan dalam produk ARRUM BPKB
adalah akad rahn tasjily. Dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-
MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas
hutang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan
atau murtahin hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang
jaminan tersebut atau marhun tetap berada dalam penguasaan dan
pemanfaatan pemberi jaminan atau rahin.

Adapun bentuk jaminan yang dimaksud dalam rahn tasjily selaras
dengan pengetian fidusia yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “fidusia adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan
pemilik benda”” Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa rahn tasjily
dalam fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 adalah untuk memberikan
kepastian hukum tentang fidusia secara syariah.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah lahir pada tahun 2003, kemudian
mengeluarkan produk-produk gadai yang berbasis syariah, diantaranya yakni:
pruduk rahin, ARRUM Haji, ARRUM BPKB dan Amanah. Jika kita telaah

lebih lanjut antara ARRUM BPKB dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI

% R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya
Paramita,2003), 230.
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No.68/DSN-MUI/II1/2008 tentang Rahn Tasjily lebih dahulu muncul produk
ARRUM BPKB. Karena ARRUM BPKB ada sejak tahun 2003 dan Fatwa
tentang rahn tasjily dikeluarkan pada tahun 2008. Maka dari itu seharusnya
Pegadaian Syariah dapat untuk memperbarui akad pada produk ARRUM
BPKB sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yakni akad Rahn Tasjily. Sama halnya
dengan produk terbaru yang ada di Pegadaian Syariah cabang Babakan
Surabaya yakni produk Rahn Tasjily Tanah, produk ini lahir pada tahun 2018.
Rahn Tasjily Tanah merupakan produk yang memiliki prosedur persyaratan
dengan menjamin sertifikat tanah nasabah di Pegadaian Syariah. Pembiayaan
ini diperuntukkan terutama untuk pengusaha dan petani agar mempermudah
dalam memperoleh dana.”” Jadi yang dijadikan jaminan dalam produk Rahn
Tasjily Tanah hanya sertifikat tanah milik nasabah tidak barangnya secara
langsung atau tanah tersebut.

Jika produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan
Surabaya menggunakan akad rahAn tasjily dan menganut pada Fatwa DSN-
MUI No. 68/DSN-MUI/I11/2008 tentang Rahn tasjily maka produk tersebut
akan menjadi sah secara hukum Islam. Sebagaiman Allah berfirman dalam
Surat Al-Maidah ayat 1:

adal J& 2 Sl Joudy w8 AGE K0 L s by 0 @k

LTy Ly
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu®®

9 Kutipan dari Brosur Pembiayaan Rahn Tasjily tanah
% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 156
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Dari ayat di atas mengetahui bahwa Allah menyururh hambanya agar
memenuhi akad-akad yang sudah ditentukan. Hal Ini adalah perintah Allah
kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk mensempurnakan akad dan
tidak membatalkan atau mengurangi akad-akad tersebut. Akad adalah sebuah
perjanjian, jika akad di penuhi niscaya Allah akan membalasnya seperti
Firman Allah dalam QS Al-Bagarah ayat 40:

055856 s o$am ol ey Toofs 18 sl ot s 158 et 2
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah kau anugerahkan
kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-KU, niscaya au penuhi janji-Ku
kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)®

Dari uraian di atas, maka bertransaksi muamalah haruslah dengan
ketentuan yang telah ditentukan oleh Syara’ dengan akad-akad yang dipenuhi
dengan berbagai rukun dan syarat yang dilaksanakan dengan benar akan
mengakibatkan akad itu menjadi sah. Jika akad dan rukun syarat tidak

dilaksanakan dengan benar akibat akad menjadi rusak dan bisa merubah akad

menjadi batal.

% Ibid., 15



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, berikut

kesimpulan yang didapatkan:

1.

Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
merupakan layanan pembiayaan untuk mikro kecil yang menggunakan
akad rahn dimana nasabah meminjam dana kepada pegadaian Syariah
dengan jaminan BPKB kendaraan namun kendaraan masih bisa digunakan
nasabah untuk melakukan usahanya sehari-hari. Dari aplikasi akad rahn
tersebut timbul proses penyimpanan marhun sehingga akan ada biaya
untuk penyimpanan barang atau BPKB kendaraan, maka terjadilah akad
ijarah. Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menaksir biaya
mu’nah berdasarkan hasil biaya ijarah atau wjrah sebesar 1% dari total
pembiayaan yang didapatkan nasabah. Pembiayaan ARRUM BPKB di
Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya dibentuk berdasarkan Fatwa
DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN.

Praktik ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah tersebut belum memenuhi
syarat akad rahn sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25 tentang rahn,
karena dalam prakteknya barang yang dijadikan agunan hanyalah surat
atau BPKB kendaraanya saja bukan barangnya. Adapun praktik ARRUM
BPKB itu lebih sesuai menggunakan akad rahn tasjily. Dan mengenai biaya

mu’nah atau yjrahjuga belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 pada

82
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point ke 4, karena dalam prakteknya biaya mu’nah berdasarkan pada total

pinjaman yang didapatkan nasabah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran bagi
Pegdaian Syariah cabang Babakan Surabaya, bahwa sebaiknya Pegadaian
Syariah mampu memperbarui akad dalam produk yang ada di Pegadaian
Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang terbaru. Dan diharapkan
Pegadaian Syariah mampu menerapkan biaya mu’nah atau tarif jjarah tidak
berdasarkan biaya pinjaman nasabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25

DSN-MUV/III/2002 tentang RAHN.
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